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1. Kesimpulan. 

Berdasarkan pembahasan tentang masalah yang telah dikemukakan pada bab­

bab terdahulu, maka dapat disimpulkan belJerapa hal serogai berikut : 

a. Peraturan perundang-undangan ketenagakeJjaan secara tegas 

menempatkan tenaga keJja pada posisi yang sarna dengan pengusaha 

(majikan), tidak boleh ada perlakuan yang sifatuya mengeksploitasi tenaga 

keIja demi kepentingan tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok. 

Jadi dapat dikatakan posisi tenaga iceJja secara yuridis sangat kuat, namun 

implementasi dari peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya 

melindungi tenaga keJja untuk mendapatkan bak-ha1, nonnatifuya 

b. Dalam hubungan dengan perlindungan hukunl bagi telL'lgll kerja melalui 

Program Jaminan Sosial Tenaga KeJja, Undang-Undang No.3 Tabun 1951 

tentang Kenyataan Berlakunya UU Tahun 1948 No.23 tentang 

Pengawasan Perburuhan, mengharuskan pemt.:rintah melaksanakan 

pengawasan perburuhan dalam upaya penegakan peraturan perundang­

undangan ketenagakeJjaan, hmgsi dan peran pemerintah daIam bidang 

pengawasan pcrburuhan belum sepenubnya merobawa dampak positif 

dalam rangka mempeIjuangkan hak-hak normatif dari tenaga kerja Hal ini 

disebabkan karena ketidakhadiran Pegawai Pengawas dari Disnaker SCC2'ra 

teratur untuk langsung berhadapan dengan tenaga keJja sehingga 
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mengetahui dengan pasti kondisi ket.:nagakeljaan di tingkat perusaltaan. 

Secara telcnis jumlah pegawai pengawasan yang ada tidak memadai bila 

dibandingkan denganjumlah pemsahaan yang terdaftar. 

2. Saran. 

a. Untuk menegakkan peraturan perundang-un<langan ketenagaketjaan, maka 

pemerintah hams lebih berfungsi dan berperan untuk melaksanakan 

pengawasan perburuhan secara rutin dan tidak insidentil sifatnya 

Organisasi dan instansi terkait hams memba'ltu pemerintah dalam upaya 

menegakkan peraturan perundang-undangan Jamsostek sesuai fungsi dan 

. . 
perannya masmg-masmg. 

b. Organisasi-organisasi dan lembaga terkait yaug bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan Jamsostek seyogyanya 

berfungsi dan berperan sebagaimana me!".tinya untuk memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja yang salah !J3tu tujuannya adalah untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam hubungan kerja dengan 

pemerintah dan pekerja Koordinasi anlara lembaga terkait akan lehih 

membantu menegakkan peraturan perundang-undangan Jamsostek. 
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